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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu
menyediakan Rumah Jabatan dan/atau Rumah Dinas,
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan
Perumahan;

bahwa dengan telah meningkatnya standar biaya perumahan
yang berlaku di masyarakat, dipandang perlu menambah
besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang
tertuang dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar
Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan
Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3363);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-
haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712};
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai-
mana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015
Nomor 35);

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015 (Berita
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015



Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2014 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang
Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 8)
diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta
perlengkapannya;

(2) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta
perlengkapannya;

(3) Untuk pemeliharaan Rumah Jabatan dan atau Rumah Dinas diberikan Biaya
Belanja Pemeliharaan;

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Rumah Jabatan
dan/atau Rumah Dinas, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Perumahan berupa Uang dan dibayarkan setiap bulan sebagai

berikut :

a. Ketua DPRD : sebesar Rp. 9.500.000,00;
b. Wakil Ketua DPRD : sebesar Rp. 8.500.000,00;
c. Anggota DPRD : sebesar Rp. 7.500.000,00.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

aﬁka;n\;\g\ Singaparna

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
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